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PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhisal bin Sirajan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Il, Desa Labipi,
Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon |.

Nurhayani binti Burhanuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun
I, Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,
sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon II
mengunakan domisili elektronik pada email
muhisalhafiz@yopmail.com, yang selanjutnya juga
disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
115/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2019, Pemohon | dan Pemohon II
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melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Labipi,
Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara,;

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il tersebut,
dinikahkan oleh Imam bernama Mahfud, S dan yang menjadi wali nikahnya
Ayah Kandung. Pemohon Il bernama Burhanuddin dan disaksikan oleh dua
orang saksi masing-masing bernama: Firdaus dan Asri, dan dengan mas
kawin berupa Cincin emas 22 Karat seberat 2 (Dua) Gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Perjaka
dalam usia 35 tahun, sedang Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 23
tahun;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan
tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama: Hafiz Alfarisi bin Muhisal, berumur 4 tahun;

6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah
karena masalah kelengkapan berkas dan/atau saat pernikahan dlaksanakan
para pihak tidak mendaftarkan pernikahan,sehingga pernikahan Para
Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama,;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah
dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum
untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Lasusua c.g Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Primer
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1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muhisal bin Sirajan)
dan Pemohon Il (Nurhayani binti Burhanuddin) yang dilaksanakan pada
tanggal 06 Januari 2019 di Desa Labipi, Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk
masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna
diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas
permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama
Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | atas nama Nawawi

Usman Nomor 9104011702710005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 10

April 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode

P.1,

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il atas nama Sumarni

Nomor 7408107005890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 24
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September 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi
kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon | sebagai Kepala Keluarga dan
Pemohon 1l sebagai Istri, Nomor 9104163009140003 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka
Utara, tanggal 19 April 2024 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;
4, Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.31/80/KLHD/2024
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalahunde, tanggal 30 Agustus 2024,
bermeterai cukup dan diberi kode P.4;
Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di
muka sidang yang masing-masing adalah:
B. Saksi
Saksi 1, Asri bin Huseng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Labipi, Kecamatan Pakue
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Paman
Pemohon II;
J Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya;

. Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il
menikah;
. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Labipi,

Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, pada tanggal 06 Januari 2019;

. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung
Pemohon Il bernama Burhanuddin;

. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
Imam bernama Mahfud S;

. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya
ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Firdaus;
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. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa Cincin emas 22 Karat seberat 2 (Dua) Gram;
. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;
. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;
. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;
. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Hafiz Alfarisi bin Muhisal;
J Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah keluar dari
ajaran agama Islam sampai sekarang;
. Bahwa para Pemohon telah membayar biaya administrasi
pencatatan buku nikah tapi buku nikahnya tidak pernah terbit karena ada
berkas yang tidak dilengkapi waktu itu;
. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus
persyaratanmendapatkan Buku Nikabh;
Saksi 2, Firdaus bin Arfah, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Labipi, Kecamatan Pakue
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
» Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
. Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya;

. Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon I
menikah;
. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Labipi,

Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, pada tanggal 06 Januari 2019;
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. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung
Pemohon Il bernama Burhanuddin;

. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
Imam bernama Mahfud S;

. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya
ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Asri;

. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa Cincin emas 22 Karat seberat 2 (Dua) Gram;

. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;

. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

J Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah keluar dari
ajaran agama Islam sampai sekarang;

. Bahwa para Pemohon telah membayar biaya administrasi
pencatatan buku nikahtapi buku nikahnya tidak pernah terbit karena ada
berkas yang tidak dilengkapi waktu itu;

e Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus
persyaratan mendapatkan Buku Nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh
khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut
dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap
perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Labipi,
Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi
Tenggara, pada tanggal 06 Januari 2019;

2. Para Pemohon menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah
kandung bernama Burhanuddin;

3. Proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon diwakilkan kepada Imam
Dusun bernama: Mahfud S;

4. Pemohon | memberikan mahar kepada Pemohon Il berupa cincin emas
seberat 2 gram 22 karat;

5. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing
bernama Firdaus dan Asri;

6. Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena
pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon | dengan
Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Para
Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama
Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus
persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3
serta saksi-saksi yaitu: Asri dan Firdaus;

Menimbang, bahwa P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi
akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan
pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah
dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan
isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil
serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai
Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon
berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis
menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di
Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa
fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon | sebagai kepala keluarga dan
Pemohon 1l sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah
memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja
dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan sehingga dinilai telah memenuhi
persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna
(volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, maka berdasarkan bukti P.3
tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon | dengan Pemohon I
selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri
yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon | sebagai kepala
keluarga dan Pemohon Il sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309
R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah
secara agama lIslam tanggal 06 Januari 2019 bertempat di Desa Labipi,
Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi
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Tenggara, dengan wali nikah Burhanuddin dan saksi-saksi Firdaus dan Asri
dengan mahar cincin emas seberat 2 gram 22 karat. Sebelum menikah
Pemohon | berstatus jejaka sedangkan Pemohon Il berstatus perawan/gadis.
Pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada pihak yang keberatan dan selama
menikah tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam. Pemohon | dan
Pemohon |l tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal lain yang
menghalangi pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il. Namun pernikahan
tersebut tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan tersebut tidak
tercatat di KUA setempat dan Para Pemohon membutuhkan buku nikah
sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki
kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para
Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut,
dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas
telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

= Bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon |
dengan Pemohon Il pada 06 Januari 2019 di Desa Labipi, Kecamatan Pakue
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

= Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah ayah kandung Pemohon I
bernama Burhanuddin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa,
bernama Mahfud S, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram
22 karat;

= Bahwa saksi pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il masing-masing
bernama Firdaus dan Asri;

= Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan/gadis;

= Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

= Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon lI;
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= Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam sampai saat

= Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan telah
memiliki 1 orang anak;

= Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah karena
belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon | dan Pemohon Il
membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya
pernikahan yang sah antara Pemohon | dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il
yang terjadi pada tanggal 06 Januari 2019 di Desa Labipi, Kecamatan Pakue
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata telah
sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak
melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue
Tengah, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak
mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan
atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka
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yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang
mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,
hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-
lain, sementara pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II meskipun telah
dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena
tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon
sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat
memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan
pendapat Ahli Figih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim /
Pengadilan berikut ini:

- Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang
berbunyi:

wllaxllly wlebwl @,Wl s KUl s9ei s
Artinya: “Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang
tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut”.

s 535 o alog sy aimo 4S5 8ol e TlSh el b9
Jdoas puaalivg
Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang
wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi
yang adil”.
- Kitab Ushulul Fighi halaman 93 yang berbunyi:

Jds ad piy o) plholo auzg il agi OMo azg; ads 3,6 (yo
lileui] (sle
Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri

seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya
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hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya
perkawinan”.

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan
dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut
didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan
hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon
tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini
menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)
Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim / pengadilan berpendapat
bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il agar pernikahannya tersebut
disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut maka
petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan
bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8
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ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon | dan
Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon Il yaitu
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengabh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muhisal bin Sirajan)
dengan Pemohon Il (Nurhayani binti Burhanuddin) yang dilaksanakan
pada tanggal 06 Januari 2019 di Desa Labipi, Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12
Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446
Hijriah oleh Hasan Ashari, S.H.l., M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan
Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi

Hal. 13 dari 14 Halaman.
Penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Arafah, S.H.l, M.H. sebagai panitera sidang, dengan dihadiri oleh para
Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hasan Ashari, S.H.l., M.H
Panitera Sidang,

M. Arafah, S.H.l, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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